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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah 
desa di desa Margeolembo, Kecamatan Mangkutana dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk melihat kemampuan pemerintah desa 
dalam pengelolaan ADD maka penulis merujuk pada pengelolaan yaitu 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan 
teknik analisis data dengan teknik kualitatif.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan pemerintah desa 
di margolembo, kecamatan mangkutana sebenarnya dari segi aspek 
kemampuan dalam administrative itu sudah membaik dari tahun ketahun, 
tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan ADD itu 
masih minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yakni; (1) Masyarakat Desa Margolembo telah mempercayai pihak 
pemerintah desa dalam segala urusan permerintah desa, dan (2) 
Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya sumber 
daya manusia di kantor desa margolembo juga merupakan factor utama 
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 This study aims to determine the ability of village government in the 
village Margeolembo, District Mangkutana in the management of Village 
Fund Allocation (ADD). To see the ability of village government in the 
management of ADD then the authors refers to the management of 
starting from the planning stage, implementation, reporting and 
accountability. The research method used in this research is descriptive, 
data collection technique is done through observation, interview, and 
document and archive by using data analysis technique with qualitative 
technique. 
 
        The results show that the ability of village government in 
margolembo, mangkutana district is actually in terms of administrative 
capabilities that have improved from year to year, but in terms of 
determining the work program in the use of ADD is still minimal. The 
problem is influenced by several factors namely; (1) Margolembo 
Villagers have trusted the village government in all affairs of the village 
government, and (2) The supervision by the supervisory team has not 
been maximized, (3) The lack of human resources in the village office of 
margolembo is also the main factor of the inadequate performance of 
village officials in the field Management of ADD. 
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1.1 Latar belakang 
Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 
diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya 
sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah 
desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam megelola pemerintahan dan 
berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya 
pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang 
diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar 
pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 
akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di 
pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.  
Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari 
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. 
Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana 
pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah diatasnya. 
Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang 
bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa 
telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
menegaskan desa bukan lagi local state government tapi desa sebagai 
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pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan 
local self government. 
 
Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa sama 
dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama mengunakan asas atau 
prinsip desentralisasi-residualitas, artinya desa hanya menerima delegasi 
kewenangan dan urusan desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa 
hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan 
yang berkaiatan dengan pengaturan desanya. Sementara, desa baru yang 
diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-
subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan 
terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan 
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya.  
Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna 
antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan 
kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan 
masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan 
kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan 
kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui 
undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan 
(intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan 
melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah 
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mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung kepentingan 
masyarakat setempat. 
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan bahwa 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. 
 Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam 
pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan 
pemberdayaan masyarakat (empowerment). Perananan pemerintah desa 
memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa 
pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya 
pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak 
organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan 
pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan 
desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah 
lebih cepat tersampaikan.  
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Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai 
dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu 
pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. 
Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa 
dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai 
ensitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, 
perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala 
bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang 
terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan 
melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara 
efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan 
sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada 
masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu 
diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. 
Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek 
pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku 
pembangunan. 
 Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan 
pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan 
kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga 
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pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para 
penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan 
bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas 
kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas 
Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi 
terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif 
dan efesien. 
 Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari 
pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu 
Wisanto,penyelenggaraan Otonomi Desa, 2006, hal.107 menyatakan 
bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam 
mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada 
penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang 
mengatakan bahwa “autonomy“ indentik dengan “auto money“, maka 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa 
membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan 
pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. 
 Rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam UU 
No 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal 
dari tujuh sumber, yaitu: 
a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 
b. Alokasi APBN (Dana Desa); 
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c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 
Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah kabupaten/kota; 
d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; 
e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
 Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah 
Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten kepada Desa-desa yaitu dalam bentuk Aokasi Dana Desa 
(ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya 
pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari 
Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah 
dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum 
pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut 
tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat 
(6),dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 
pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 
yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 
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96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. 
Pengelolaan ADD di Kecamatan Mangkutana tepatnya di Desa 
Margolembo Kabupaten Luwu Timur masih terdapat beberapa 
permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. 
Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa 
dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADD. 
Pada tahapan perencanaan penggunan ADD lebih cenderung pada 
program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada 
saat musyawarah rencana pembangunan dan sampai pada tahap 
pembahasan rencana penggunaan ADD, sementara hasil dari 
pembahasan rencana penggunaan ADD  bukan tidak diinformasikannya 
kepada masyarakat secara umum sehingga masayarakat hanya saja 
masyarakat umum sudah mempercayai pihak pemerintah desa dan tokoh 
masyarakat lainnya dalam membahas pembangunan desa. Hal ini di 
sebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-
masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam 
membahas pembangunan desa. 
 Permasalahan yang lain dijumpai pada kemampuan pemerintah 
desa dalam perencanaan penggunaan ADD pada tahap pembuatan 
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rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan ADD sehingga dapat 
membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. 
Memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang 
penulis dapatkan dari masyarakat desa Margolembo Kecamatan 
Mangkutana kabupaten Luwu Timur, maka untuk menyingkapi kenyataan 
tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian 
ilmiah. Adapun judul yang diangkat yaitu: 
Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
bahasan dalam proposal ini adalah Analisis Kemampuan Pemerintah 
Desa Dalam Pengelolaan Alokasi  Dana Desa(ADD) di Desa Margolembo 
Kecamatan Mangkutana. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, 
maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi 
dana desa(ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana? 
2. Bagaimana Model pengelolaan alokasi dana desa dikantor Desa 
Margolembo Kecamatan Mangkutana? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam 
pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Mangkutana 
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2. Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan alokasi dana desa 
dikantor desa Kecamatan Mangkutana 
1.4 Manfaat Penelitian 
    
1.4.1.1 Manfaat Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 
ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian analisis 
kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
input bagi Pemerintah Desa diseluruh Desa di Kecamatan Mangkutana 
Kabupaten Luwu Timur atau pihak lain yang sedang dalam proses 
pembangunan desa. 
1.4.3  Manfaat Metodologis 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan 
acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam 
penelitian ilmu pemerintahan atau pihak lainnya maupun pengembangan 
konsep ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kemampuan 








2.1 Landasan Teori 
Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membantu.Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut 
disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, 
konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena 
sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara 
konsep. 
Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis akan mengemukakan 
teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan 
berfikir dalam penelitian ini. 
 
2.1.1 Konsep Desa 
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca 
yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 
geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or 
shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui 
dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 
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Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang 
bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu 
komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat 
tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan 
yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. 
Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan 
pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121), mendefinisikan desa sebagai 
“setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian 
bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang 
terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal 
(menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. 
 Menurut Koentjaraningratdalam bukunya yang berjudul Masyarakat 
Desa di Indonesia, hal.162 (1977) memberikan pengertian tentang desa 
melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas 
besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: 
band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini 
Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang 
menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningra tidak memberikan 
penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor 
pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai 
sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi 
yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. 
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 Paul H. Landis, seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika 
Serikat, pada bukunya Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, (hal.12-
13) mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga 
pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. 
Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu 
lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan 
analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang 
penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara 
sesame warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa 
didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung 
kepada pertanian. 
 Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul 
“Otonomi Desa” raja grafindo 2012, (hal.3) menyatakan bahwa: Desa 
adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran 
dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan 
asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau 
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi 
dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. 
Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan 
peranangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di 
desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, 
pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut 
landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 tahun 2014 tentang 
Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah 
direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU 
No 6 tahun 2014. 
 UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 8 pembetukan desa harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak  
pembentukan; 
b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b; 
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 
sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 
14 
 
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; 
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; 
dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap,dan tunjangan 
lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu 
desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. 
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah 
komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. 
Komponen-komponen tersebut adalah : 
a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah 
Kecamatan 
b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal 
di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut. 
c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam 
arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung 
jawab kepada rakyat desa. 
d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. 
 Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu 
beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas 
merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. 
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Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam 
melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di 
tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi 
peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga 
sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki 
masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling 
mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling 
terkecil. 
Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam UU 
No 6 tahun 2014 tentang desa: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah  
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
 
2.2 Konsep Pemerintah Desa 
Inu Kencana Syafi’I, Etika Pemerintahan, (Jakarta : Rineka 
Cipta,1994), hal. 97 Desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian 
pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan adalah proses, 
cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur 
memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh 
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Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan 
kepentingan Negara. 
 Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, 
yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Penerintahan desa 
adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang 
bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
 Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dimakani sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 
kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam 
pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 
 Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah 
desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada 
pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala 
Desa berwenang: 
a.) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
17 
 
b.) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c.) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 
    Aset Desa; 
d). menetapkan Peraturan Desa; 
e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f). membina kehidupan masyarakat Desa; 
g.) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
    Desa; 
h).membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta  
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i). mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j.) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k). mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l.) memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n.) mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk 
kuasa     hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 





 Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka 
secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk 
efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya 
atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan 
kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 
26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas 
Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan  
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang ilaksanakan; dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat Desa. 
 
 Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki 
Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 
2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa 
berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
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c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; 
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 














Pengelola Keuangan Desa 
dan mewakili pemdes dalam 
kepemilikan kekayaan milik 
desa yang dipisahkan 
 Menetapkan kebijakan ttg pelaks.      
APBDes; 
  Menetapkan PTPKD; 
 Menetapkan petugas pemungutan 
penerimaan desa; 
 Menyetujui pengeluaran yg dittpkan 
dalam APBDesa. 
 Melakukan Tindakan yang 
Mengakibatkan pengeluaran atas beban 
APBDesa 
               
            
 
 
             Sekretaris Desa 
    (bertindak selaku 
koordinator PTPKD) 
 Menyusun & melaks. Kebijakan 
Pengelolaan APBDesa 
 Menyusun Ranperdes tentang 
APBDesa, perubahan APBDesa & pertg. 
Jwb pelaks. APBDesa; 
 Melakukan pengendalian terhadap 
pelaksanaaan kegiatan yg telah 
ditetapkan dlm APBDesa 
 Menyusun Pelaporan & 
Pertanggungjwban Pelaks. Keg. 
APBDesa; 






                      Kasi 
(bertindak selaku pelaksana 
kegiatan sesuai bidangnya) 
 Menyusun rencana Pelaks. giat yg 
menjd tg .jwb nya; 
 Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan 
dlm APBDesa; 
 Melakukan tindakan pengeluaran yg 
menyebabkan atas beban Anggaran 
Kegiatan 
  Mengandalikan Pelaks. giat; 
 Melaporkan perkembangan pelaks giat 
pd Kades; 
 Menyiapkan dok. Anggaran atas beban 
pelaks keg 
               
 
                 Bendahara 





pendapatan Desa & pengeluaran 
pendapatan Desa dlm rangka pelaks. 
APBDesa; 
Sumber Data: Kantor Desa Margolembo 2016 
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2.3 Konsep Analisis 
Analisis merupakan  sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, 
fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan, membedakan, memilah 
sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian, 
serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. 
Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan 
atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-
komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.  Dalam suatu 
analisis diharapkan adanya suatu kesimpulan yang akan digunakan 
sebagai pegangan. 
 
2.4  Konsep Kemampuan 
 
Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam 
(Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku 
yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi 
yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa 
“kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 
keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota 
biasa. 
 Victor H. Vroom sebagaimana dikutip oleh Gibson Ivancevich dan 
Donnely dalam buku “Organisasi dan Managemen, memberikan batasan 
kekmampuan sebagai potensi orang untuk melaksanakan tugas atau 
pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau mungkin juga tidak 
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Kemampuan seseorang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan 
kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan 
pekerjaan atau bukan yang ingin dilaksanakan. Sedangkan Kartini 
Kartono (1983:31) memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, 
yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis dan sosial 
yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya. 
 
2.4.1 Aspek-aspek Dalam Kemampuan 
Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau kelompok ketika 
melaksanakan tugasnya, dalam organisasi khususnya pemerintah 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan 
Taxonomy of Education Objectives (Pokok-pokok Pendidikan) yang 
diperjelas oleh Thomas P. Staton bahwa perubahan kelakuan (sikap) 
merupakan hasil dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan 
belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap(afektif), dan keterampilan 
(psikomotorik). Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut:  
(a) aspek kognitif (pengetahuan). Pada aspek ini lebih menekankan pada 
apa yang dilakukan bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini 
apabila seseorang dapat mengetahui, merumuskan, mengingat dan 
menyebutkan;  
(b) aspek afektif (sikap). Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan 
untuk mempraktekakan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini 
menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan 
serta melaporkan;  
23 
 
(c) aspek Psikomotorik (keterampilan). Aspek ini menyangkut abilitas untuk 
menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan 
pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, 
mengerjakan, menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, 
membuat grafik, diagram, dan jadwal serta mempraktekannya. 
 Aspek-aspek ini akan berguna sebagai alat dalam menentukan 
tolak ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya di 
dalam suatu organisasi khususnya pemerintahan. Menurut Notoatmodjo 
ada 6 tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif yaitu 
1. Mengetahui (Know) dapat diartikan mengingat semua materi yang telah 
dipelajari sebelumnya termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini yaitu 
mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari keseluruhan materi yang 
dipelajari atau berupa rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, 
tipe mengetahui merupakan dasar pengetahuan paling rendah 
2. Memahami (comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 
menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 
menginterpretasikan materi tersebut secara benar.Orang yang telah 
paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 
menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 
objek yang telah dipelajari. 
3. Aplikasi (Application) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 
materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 
Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-
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hukum, rumus, metode,prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau 
situasi yang lain. 
4. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 
objek ke dalam komponenkomponen, tetapi masih di dalam satu struktur 
organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan 
analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat 
menggambarkan membuat bagan, membedakan, memisahkan, 
mengelompokkan, dan sebagainya. 
5. Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 
menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang 
baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 
menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 
yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 
meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori 
atau rumusan-rumusan yang telah ada. 
6. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 
atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.Penilaian-penilaian ini 
didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 
menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 
 
Kemampuan pada aspek keterampilan dapat dinilai berdasarkan 
bebrapa tipe seperti yang dikemukanan oleh Robert L katz yang dikutip 
oleh Ulber Silalahi mengidentifikasikan tipe-tipe dasar keterampilan,yaitu : 
1. Keterampilan Teknik 
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Keterampilan Teknik merupakan kompetensi spesifik melaksanakan 
tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, 
prosedurprosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang di 
spesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya. 
2. Keterampilan Administratif 
Keterampilan administartif merupakan kemampuan untuk megurus, 
mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang 
dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun 
kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur. 
3. Keterampilan Hubungan Manusia 
Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami 
dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok 
kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menseleksi pegawai, 
menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, 
memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja, baik 
secara individual atau kelompok. 
4.Keterampilan Konseptual 
  Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan 
mengintergrasi semua kepentingan kepentingan dan aktifitas-aktifitas 
organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi 
informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup 
kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami 
bagaimana hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan, 
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memahami bagaimana bagian- bagian tergantung pada yang lain, dan 
mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan 
mempengaruhi keseluruhan kemampuan melihat gambaran 
keorganisasian. 
5. Keterampialn Diagnostik 
Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk 
menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan circumtances 
dari suatu kondisi- kondisi khusus.Singkatnya keterampilan diagnostik 
dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan 
sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang 
simpang siur, observasi dan fakta-fakta 
 
2.5  Konsep Alokasi Dana Desa 
Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan 
keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan 
berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan 
kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai 
ketentuan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi 
Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa 
dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh 
Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus 
(DAK). ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: (1) 
kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, (2) jumlah 
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penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 
kesulitan geografis Desa 
ADD adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk 
menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari 
anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan 
aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh 
Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan 
adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal 
dari ADD, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan 
kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh 
mana efektifitas pengelolaan ADD dan sejauh mana peran dari ADD 
dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana 
Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan 
Pemerintah terwujud. 
 
2.1.4.1 Tujuan ADD 
Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana 
Desa antara lain meliputi: 
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. 
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b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam 
APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa. 
 
Adapun penggunaan ADD terdiri atas : 
(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya bersumber dari   
ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana 
Desa 
(2) Penggunaan alokasi dana desa terdiri dari : 
1. Belanja wajib / tunjangan ( Penghasilan tetap Kepala Desa dan 
perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan sekretaris Desa Non 
PNS 
2. Belanja operasional pemerintah desa dan BPD 
3. Belanja Insentif RT/RW 
4. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa 
5. Belanja Pembangunan Desa 
6. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kapasitas  Kepala 
desa dan perangkat Desa serta Pembinaan kemasyarakatan desa. 
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 Rangka efektifitas pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa 
margolembo. Adapun persyaratan pencairan sebagai berikut: 
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q 
Kapala BPMPD setelah disetujui oleh camat dengan melampirkan : 
a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) tahun berjalan yang dilampiri dengan Berita Acara 
Musyawarah Desa 
b. RPJMDes dan RKPDes Tahun berjalan 
c. Surat pernyataan tanggungjawab 
d. Pakta integritas 
e. Foto Copy Rekening Desa 
f. Laporan pertanggungjajwaban Tahap sebelumnya 
2. BPMPD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya 
kepada kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
2.1.4.2 Pelaporan penggunaan ADD: 
1) Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban 
APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah 
pertanggung jawaban APBDesa 
2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah 
sebagi berikut : 
a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja 
disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan 
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b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, 
masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling 
lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 
3) Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Camat dan 
selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kab.Luwu Timur 
sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. 
4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana. 
 
1.4.1.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD: 
1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) meliputi : 
a. Memberikan pedoman dan bimbingan ADD 
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan 
desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, 
pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa 
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa. 
d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi 
keuangan desa 
2. Pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan pengelolaan 
Alokasi dana Desa (ADD) meliputi meliputi : 
a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa. 
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b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 
desa 
c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD 
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 
perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan 
pertanggung jawaban APBDesa. 
 
2.6 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa 
Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau 
usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan 
serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Pengelolaan ADD 
terintegrasi dengan APBDesa yang merupakan bagian pengelolaan 
keuangan desa. Berdasarakan peraturan mentri dalam negeri (Mendagri) 
No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Didalamnya 
disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
1. Perencanaan 
Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai 
perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku 
itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari 
pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan 
sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus 
dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. 
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Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak 
mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka 
harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada 
hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan 
menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan 
demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen 
tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal 
merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan 
menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu 
instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat 
mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda 
tergantung pada jenisperencanaan, tujuan perencanaan dan konteks 
perencanaan (Suharto, 2010: 75). 
Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, 
penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana 
kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan 
kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang 
mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76). 
Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi 
pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan 
pengembangan rencana program, para perencana (stakeholders) 
bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. 
Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-srategi, tugas-tugas 
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dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78). 
Penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam 
penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau 
kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni 
untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara 
nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. 
Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan 
yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD diKecamatan Mangkutana 
dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan 
RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa 
yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. 
Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun 
anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan 
secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa 
dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan 
misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan 
pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota 
dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas 
34 
 
pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka 
waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. 
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 
satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi 
pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, 
dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama 
antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan 
pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah 
desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan 
desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPD Desa 
menjadi dasar penetapan APB Desa. 
2. Pelaksanaan dan penatausahaan 
Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is grouping 
activities, assigning activities an providing the authority necessary to 
carry out the activities (pengorganisasian merupakan pengelompokan 
kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, 
wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau 
Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan 
pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu 
sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama 
sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan. 
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Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai 
proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, 
membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan 
kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta 
mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan 
(Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka 
langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas 
siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan 
dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada 
perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih 
rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan 
tujuan, sedangkan operasi atau kegiatankegiatan untuk mencapainya 
adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79). 
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat 
desa. Perangkat desa terdiri atas secretariat desa, pelaksana 
kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan 
sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh 
sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas 
membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 
Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa 
sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsure 
pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana 
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Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang 
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan 
desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala 
Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam 
rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas 
Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. 
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: 
“pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang 
dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang 
dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat 
pertanggungjawaban mereka” 
Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan 
dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh 
setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan 
dalam bentuk laporan pengendalian periodik. 
Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban dalam 
penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala 
Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD di Kecamatan Buntu Batu. 
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim 
37 
 
Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan secara bertahap. 
PertanggungjawabaN ADD terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk 
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada 
tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes 
dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi: 
a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses 
pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang 
mencakup: 
1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana 
2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya 
3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
b. Pelaporan ADD meliputi: 
1. Pelaporan kegiatan 
1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada 
2) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. 
3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh 
laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat 
Kabupaten setiap 3 bulan. 
4) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim 
Pengendali dan melaporkan kepada Bupati. 
 
2. Pelaporan Keuangan 
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1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis 
dilaksanakan oleh Bendahara Desa. 
2) pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan 
kepada Bupati melalui Camat 
3) pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 
 Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan 
setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang 
disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan 
untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu 
perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. 
Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku 
kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang 
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas 
penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara. 
2.6.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai 
Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip 
yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan 
Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak 
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terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, 
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, 
partisipatif, tertib dan disiplinanggaran. 
a. Transparan 
Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian 
bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada 
masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). 
Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk 
mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses 
semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. 
Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan 
memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ 
mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
b. Akuntabel 
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja 
pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan 
pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan 
kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan 
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hinggapertanggungjawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan 
melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat 
maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
c. Partisipatif 
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan 
mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 
menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku 
kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal 
sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di 
Desa. 
d. Tertib dan disiplin anggaran 
Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara 
konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan 
prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa 
pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-






2.7 Kerangka Pikir Penelitian 
Bagan 2.7 
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3.1   Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Margolembo, 
Kecamatan Mangkutana dengan objek penlitian adalah pemerintah desa 
di kecamatan mangkutana dan apa yang akan menjadi narasumber ialah 
orang yang dianggap berkompeten dan memahami akan permasalahan 
yang penulis angkat dan kemudian menjabarkan segala permasalahan 
yang terjadi.  
Waktu yang diperkirakan oleh penulis ialah selambat-lambatnya 
dua bulan agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat dan 
mendalam mengenai permasalahan yang penulis akan teliti. 
 Proses analisis data penulis berpedoman pada teori teknik analisis 
data kualitatif yang disebutkan oleh miles dkk (1992) yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 
dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 
lapangan. 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
ada dari berbagai sumber melalui proses observasi secara langsung dan 
wawancara secara mendalam serta sudah dituliskan dalam catatan 
lapangan, dokumen, dan sebagainya. Data yang telah dipelajari dan 
ditelaah, selanjutnya direduksi dengan membuat abstraksi. Selanjutnya 
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data dikategorisasikan berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus 
penelitian. 
3.1.1  Pendekatan Penelitian 
Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualtitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada 
melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian 
ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah 
secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat 
suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.  
 
3.2  Tipe Penelitian 
 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan 
masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang 
menghasilkan prosedur analisayang tidak menggunakan prosedur 
analaisa statistic atau cara kuantitatifikasi lainnya. 
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan 
suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk 
laporan suatau kejadian tanpa suatu interprestasi ilmiah serta memahami 
atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang 
diangkat untuk diteliti secara mendalam. 
44 
 
Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperenci tentang 
satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada 
pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau 
dipermasalahkan. 
Pengetahuan tersebut diperoleh dari survey literature, laporan hasil 
penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau 
informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan 
melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat di 
deskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, 
diaman, bagaimana, dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif 
berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang 
diteliti. 
 
3.4 Informan Penelitian 
Adapun yang menjadi informan peneliti yaitu : 
1. Camat Mangkutana sebagai pengawas pengelolaan Alokasi Dana Desa 
tingkat Kecamatan  
2. Kepala Desa dan Perangkat desa ditempat Kecamatan Mangkutana 
Kabupaten Luwu Timur 
3. Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mangkutana 






3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dala penelitian ini 
adalah sbagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara mendalam yang akan dilakukan penulis adalah 
dengan cara mewawancarai langsung informan yang paham dengan 
masalah yang sedang diteliti. Peniliti melakukan pengumpulan data 
dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada 
fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya 
pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar 
paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan 
informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan 
data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. 
Penelitian ini berakhir apabila peneliti  sudah merasa data yang 
dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti.  
2. Observasi 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis secara sistematis 
dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan mengetahui secara 
langsung dan mendalam. 
3. Dokumen dan Arsip 
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Penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. 
Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang 
berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat 
memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. 
Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus 
penelitian yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting 
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, 
gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian 
sebelumnya maupun tulisan  tulisan ilmiah. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
Kualtitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu: 
a. Data primer 
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau katakata yang 
diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 
subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian 
(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. 
b. Data skunder 
Data sekunder yang penulis maksudkan disini adalah data yang 
diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, 
dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang 




3.5 Defenisi Konsep 
Konsep adalah abtraksi yang dibentuk menggeneralisasikan hal-
hal yang berisfat khusus. Kerangka konsep merupakan defenisi untuk 
menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami. 
Untuk itu ada beberapa konsep yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Pemerintah desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah Pemerintah Desa di Desa Margolembo 
b. Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana 
responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan 
memperkuat kemandirian desa. ADD adalah alokasi dana ke desa 
dengan ADD yan penulis maksudkan adalah ADD di Desa Margolembo 
c. Kemampuan Pemerintah desa yang dimaksudkan yaitu kemampuan 
dalam pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) yang meliputi 
perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban 
keuangan desa. 
1) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan 
penggunaan ADD yaitu pembuatan rencana kerja. 
2) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan ADD. 
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3) Penatausahan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang 
meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa 
yang diperoleh dari hasil penggunaan ADD. 
4) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola ADD untuk 
melaporkan setiap perkembangan kegitan yang sedang dijalankan 
atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun 
penanggungjawab ADD. 
5) Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis 
adalah pertanganggung jawaban penggunaan ADD sebagai bentuk 
laporan hasil dari penggunaan ADD. 
 
Untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam 
pengelolaan ADD maka ada tiga aspek yang menjadi dasar penilaian. 
Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut: 
1) Aspek Kognitif (pengetahuan) yang dimaksud yaitu bagaimana pengelola 
ADD mampu untuk mengetahui, merumuskan, mengingat dan 
menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ADD. 
2) Aspek Afektif (sikap) dalam hal ini menyangkut keinginan atau 
kemampuan untuk mempraktekakan apa yang sudah dipelajari. Pada 
aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan 
mendiskusikan serta melaporkan; 
3) Aspek Psikomotorik (ketrampilan) yang dimaksud yaitu kemampuan 
pengelola ADD dalam memanfaatkan ADD. Kemampuan yang 
dimaksudkan yaitu pemerintah desa bukan hanya mampu untuk 
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menghabiskan anggaran ADD dalam pembangunan desa tetapi mampu 
untuk memilah kegiatan berdasarkan kondisi desa. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Proses analisis data penulis berpedoman pada teori teknik 
analisis data kualitatif yang disebutkan oleh miles dkk (1992) yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 
adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
ada dari berbagai sumber melalui proses observasi secara langsung dan 
wawancara secara mendalam serta sudah dituliskan dalam catatan 
lapangan, dokumen, dan sebagainya. Data yang telah dipelajari dan 
ditelaah, selanjutnya direduksi dengan membuat abstraksi. Selanjutnya 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi 
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. 
Adapaun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari 
keadan geografis, keadaan demografi, dan penyelenggaraan 
pemerintahan di desa margolembo. 
4.1 Profil Daerah Penelitian 
4.1.1 Keadaan Geografis 
Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu Kecamatan di 
Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 1,300,96 km2, 
kecamatannya yang terletak disebelah barat ibu kota Kabupaten Luwu 
Timur ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi tengah disebelah utara, 
Kecamatan Wasuponda dan Kalaena Sebelah Timur, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur di sebelah di 
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan 
Mangkutana terdiri dari 11 desa yang seluruhnya baerstatus desa 
definitive. Wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan wilayah bukan 
pantai, secara topografi, sebagian besar wilayah Kecamatan 
Mangkutana merupakan dataran, karena Sembilan desanya merupakan 




 Margolembo merupakan salah satu dari 11 desa yang terdapat di 
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, diantaranya Desa 
Wonorejo, Desa Pancakarsa, Desa Kalaena, Desa Maleku, Desa 
Balaikembang, Desa Koroncia, Desa KBA, Desa Sindu Agung, Desa 
Margolembo, Desa Tambangan, dan Desa Teromu. Dan dalam 
penelitian ini, hanya mengambil satu lokasi sebagai tempat penelitian 
yang merupakan Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten 
Luwu Timur sebagai lokasi dalam penelitian ini.  
 
Luas batas Wilayah Desa Margolembo 141,82 km2. Desa 
Margolembo jarak tempuh sekitar 5 km dari kota kecamatan dan sekitar  
dari ibu kota di kabupaten Luwu Timur  yang merupakan tanah pertanian 
dan perkebunan. Jumlah Penduduk pada tahun 2016 sebanyak 2.784 
jiwa yang terbagi atas 1337 jiwa laki-laki dan 1447 jiwa perempuan, dan 
sebagian besar penduduk di Desa Margolembo memiliki pekerjaan 
sebagai petani. Secara administrasi Desa Margolembo terdiri dari 5 
dusun yaitu; 
1. Dusun Margosuko                         
2. Dusun Margosari                              
3. Dusun Malela 
4. Dusun Kencana 
5. Dusun Rindo-Rindo 
Batas wilayah desa margolembo dibatasi oleh: 
a. Sebelah Utara     : Desa Tambangan 
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b. Sebelah Timur     : Desa Kalaena 
c. Sebelah Selatan  : Desa Pancakarsa 
d. Sebelah Barat      : Desa Wonorejo 
Adapaun orbitrasi atau jarak Desa Margolembo dengan pusat 
pemerintahan Kecamatan Dan Kabupaten. 
1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 5 km dengan waktu tempuh 
kurang lebih 13 menit 
2. Jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten yaitu 75 km dengan waktu tempuh 
kurang lebih 1 jam 
3. Jarak tempuh Ibu Kota Provinsi yaitu km dengan waktu tempuh kurang 
lebih 12 jam. 
Tabel 4.1 
Banyaknya Dusun di desa maregolembo, Luas wilayah, jarak dari ibu 




1 MARGOSUKO 213 
133,7KM² 
2 RINDO-RINDO 94 
3 MALELA 88 
4 MARGOSARI 130 
5 KENCANA 189 
JUMLAH 714   




4.1.2 Keadaan Alam dan Iklim 
 Tipologi desa Margolembo  adalah daratan. Kaedaan tanah  di 
Desa Margolembo terbilang cukup subur, hal ini terlihat dari sebagian 
besar masyarakat hidup dari sector pertanian. Pada umumnya di 
kabupaten Luwu Timur termasuk di desa Margolembo Kecamatan 
Mangkutana terbagi dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. 
 Desa ini merupakan desa bukan wilayah pantai tapi melainkan 
wilayah dataran atau berbukit-bukit. Khusus Desa Margolembo memiliki 
curah hujan 50-60 Mm yang berlangsung +4 bulan dalam setahun. 
Adapun suhu rata-rata di Desa Maergolembo yakni 40C, sementara  
bentang wilayahnya adalah wilayah dataran tinggi. 
4.2 Keadaan Demografi 
4.2.1 Jumlah Penduduk 
 Keadaan penduduk merupakan salah satu factor penting dalam 
menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari pendapatan masyarakat desa pada tahun 2016 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Margolembo tahun 2016 













Banyaknya Penduduk Menurut Dusun di Desa Margolembo Pada Tahun 2016 
Sumber data: Kantor Desa Margolembo 2016 
 
4.2.2 Sosial Budaya 
Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat desa 
margolembo merupakan suatu tataran yang berpegang teguh pada 
kepercayaan sagam islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan 
kekeluargaan dalam lingkup Desa Margolembo sangat erat dimana 
masyarakat memiliki unsure gotong royong yang sangat erat. Hal ini 
dapat di mengerti karena kependudukan desa merupakan “face to face 
group” dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal 
dirinya. 
 
Hubungan kekeluargaan di antara masyarakat desa margolembo 







PENDUDUK AKHIR BULAN 
INI 
KK WILAYAH L P L + P 




       
396  
       
805  
2 RINDO-RINDO 94 225 
       
192  
       
417  
3 MALELA 87 203 
       
141  
       
344  
4 MARGOSARI 130 276 
       
275  
       
551  
5 KENCANA 189 341 
       
326  
       
667  






warga desa. Hal ini yang kemudian menjadi dampak eratnya 




 Mayoritas penduduk Desa Margolembo adalah pemeluk agama 
islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama 
islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan Desa Margolembo memeluk 
agama islam maka jumlah sarana peribadaan yang ada di Desa 
Margolembo berjumlah 2 masjid 
1. Dusun margosari 1 masjid 
2. Dusun margosuko 1 masjid 
 
4.2.4 Sumber Mata Pencaharian 
 Wilayah Desa Margolembo adalah wilayah dataran dengan latar 
belakang masyarakatnya adalah bertani dan PNS. Bertani merupakan 
mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman 
coklat, kelapa sawit, dan sawah merupakan komoditi andalan untuk 
desa ini. Adapun sebagian masyarakat bekerja sebagai PNS yang rata2 
bertempat tinggal di Desa Margolembo 
4.2.5 Pendidikan 
 Di Desa  Margolembo terdapat Taman kanak-kanak senyak 1 buah 
TK, sekolah dasar 1 buah. Dari pendidikan, penduduk desa margolembo 
sudah bisa dikatakan maju karena rata-rata penduduknya di setiap 
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rumah pasti ada yang sarjana, hal ini juga dapat dilihat dari prestasi 
anak-anak SD dan SMP yang sering mengikutlomba di tingkat 
kecamatan dan kabupaten yang selalu meraih juara bahkan ada yang 
sampai tingkat provinsi. 
Jika kita memperhatikan fasilitas pendidikan dan prestasi anak-
anak di desa maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa 
Margolembo memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. 
 
 
 Tabel 4.3 
Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru menurut Sekolah di Desa 
Margolembo Pada Tahun 2016 
 
NO KETERANGAN JUMLAH 
1 Banyak Sekolah 2 Unit 
2 Banyak Kelas 19 kelas 
3 Banyak Murid 511 Murid 
4 Banyak Guru 26 Guru 




 Secara umum kondisi kesehatan di desa margolembo sudah 
terbilang bagus, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana 
kesehatan. Khusus di Desa Margolembo ada beberapa sarana dan 




1. Posyandu           :  1 Unit 
2. Bidan Desa         :  2 Orang 
3. Pustu                   : 1 Unit 
4.2.7 Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Adapun penyelenggara pemerintah di Desa Margolembo terdiri dari: 
1. Kepala Desa 
2.  Sekretaris Desa 
3. Kaur Pemerintahan 
4. Kaur Pembangunan  
5. Kadus Margosari 
6. Kadus Margolembo 
7. Kadus Rindo-Rindo 
8. Kadus Malela 
Adapun rincian tugas atau program kerja Desa Margolembo antara lain: 
I. Menyelenggarakan pemerintahan desa pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan. 
II. Membina perangkat desa dan administrasi kantor 
III. Mengahadiri rapat koordinasi dan undangan yang dilaksanakan di Desa, 
Kecamatan Dan Pemerintah Kabupaten. 




Kedudukan kepala desa adalah perangkat desa sebagai kepala 
pemerintahan yang berada dan bertanggung kepada bupati melalui 
camat. 
(a) Tugas dan tanggungjawab kepala desa adalah: 
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan 
yang di berikan 
2. Berkewajiban mengetahui permaslahan yang terjadi di desa dan cara 
memecahkan masalah tersebut. 
3. Pelayanan umum 
4. Memberikan pertangung jawaban bupati sehubungan dengan tugas-
tugas yang di berikan. 
1. Bidang Pemerintahan 
1. Mengadakan pembinaan administrasi desa 
2. Rapat koordinasi tentang pelaksanaan semua peraturan Kabupaten 
Luwu Timur 
3. Pemeliharaan ketentraman dan dan keterlibatan masyarakat desa 
4. Bersama-sama dengan BPD menyususn dan menetapkna APBN 
5. Melakukan pendapatan dan pembinaan administrasi penduduk 
6. Pemberdayaan danpelestarian lembaga adat 
7. Dan kegiatan Menetapkan pengelola tanah kas desa, tanah adat dan 
tanah asset desa 





Banyaknya Pegawai Menurut Instansi Pemerintahan 
Sumber Data: Desa Margolembo Pada Tahun 2016 
Sumber Data: Kantor Desa Margolembo 2016 
2. Bidang Pembangunan 
1. Koordinasi, membina dan mengawasi pelaksana proyek-proyek yang 
dialokasikan di Desa Margolembo. 
2. Menghadiri rapat Musbang dan Musrembag Kecamatan 
3. Menghadiri rapat intersipikasi pengihan PBB 
4. Menghadiri rapat sosialisasi 
5. Penguatan swadaya  masyarakat tani 
6. Pengembangan lembaga adat 
7. Mendukung terlaksananya penataan lahan klarifikasi kebun 
8. Pengawasan perluasan areal perkebunan 
9. Pemeliharaan  rutin  jalan kabupaten yang ada di Desa Margolembo 
10. Pembinaan generasi muda. 
 
3. Bidang Kemasyarakatan 
NO NAMA INTASI PEMERINTAHAN JUMLAH PEGAWAI 
1 Kantor Desa Margolembo 16 
2 Puskesmas/ Pustu 5 
3 Kantor Dinas Kehutanan 18 
4 Petugas PLN 2 
 Jumlah 41 
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1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit 
2. Pengawasan terhadap dukun bayi 
3. Pengawasan  terhadapa tenaga medis dipustu dan polindes 
4. Pelaksanaan posyandu 
5. Pendataan penyandang maslah sosial dan potensi kesejahteraan 
sosial 
6. Pengawasan terhadap pengedar dan pengguna NARKOBA 
7. Motivasi pelaksana gerakan sayang ibu 
8. Pengawasan terhadap media informasi yang beredar. 
Tahun 2016 anggaran, secara umum prioritas penggunaan Dana 
Desa masih diutamakn untuk mendanai program atau kegiatan bidang 
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, 
pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti ADD yang 
bersumber pada APBD, bagi hasil pajak dan retribusi dan pendapatan 
asli desa (PaDes) 
Prioritas penggunaan dana desa 2016, menurut bidang masing-
masing yaitu bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan Desa. 
3.1  Pelaksana Pembangunan Desa 
Meningkat kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulanagn kemiskinan, prioritas penggunaan 
61 
 
Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program pembangunan 
desa meliputi: 
1. Pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan infrastruktur atau 
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan 
pangan dan prmukiman. 
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. 
3. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan 
dan pemeliharaan sarana prasarana produksidan distribusi, dan 
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy 
terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkupan hidup.  
Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPDes) dapatmengembangkan prioritas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal ususl dan 
kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.  
Pemerintah daerah Kbupaten/Kota melaukakn pendampingan 
terhadap penyususnan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala 
desa yang telah ditetapkan dalam peraturana Bupati/ Walikota. 
3.2 Pemberdayaan Masyarakat 
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan 
bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk 
mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga 
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atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, 
peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu 
warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: 
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalu pengadaan, pengembangan 
atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan dan pemagangan. 
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa 
atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga 
ekonomi masyarakat Desa lainnya. 
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan 
pangan Desa, 
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan 
bantuanhukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) dan Pengembangan 
Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (community centre). 
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan 
atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa. 
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaanHutan/Pantai Desa dan 
Hutan/Pantai kemasyarakatan 
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan 
dan pelestarian lingkungan hidup, dan atau 
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan 
analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa. 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margolembo 
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Badan Permusyawaratan Desa 
 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 205, Bdan 
Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggara pemerintah pemerintah desa sebagai 
unsure penyelengara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan 
Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat serta mempunyai fungsi mengawas kinerja 
pemerintah desa. 
 Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Thun 2005 keanggotaan 
BPD dengan terdiri dari wakil penduduk desaa bersangkutan yang di 
tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud 
dengan wakil masyarakat alam hal ini seperti ketua rukun warga, 
pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) 
tahun dan dapat dipilih kembali ntuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 
 Wewenang BPD menurut pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 adalah: 
1. Membahas rancanagn peraturan desa bersama kepala desa 
2. Melakuka pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan 
peraturan kepala desa 
3. Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian kepala desa 
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 
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5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 
6. Menyusun tata tertib BPD 
 
Hak BPD beserta anggotanya menurut pasal 36 dan 37 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah: 
1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa 
2. Menyatakan pendapat 
3. Mengajukan pertanyaan 
4. Menyampaikan usul dan pendapat 
5. Mengajukan rancangan peraturan desa 
6. Memilih dan dipilih 
7. Memperoleh tunjangan 
 
Kewajiban angota BPD menurut pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 adalah: 
1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar 
negara republic Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan 
perundang-undangan 
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan 
negara republic Indonesia 
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4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
5. Memproses pemilihan kepala desa 
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan golongan 
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 
setempat, dan 
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan. 
 
4.3  Pengelolaan Dana Desa  
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di 
peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, 
apelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemeberdayaan masyarkat di desa tersebut. 
4.3.1 Perencanaan Dan Pelaksanaan 
Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang 
dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama 
dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang 
yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang 
kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan 
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sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam 
maupun luar desa. 
Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa 
diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja 
Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa 
selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa 
anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. 
Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan 
musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan 
dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga 
publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga 
masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi 
prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan 
Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum 
musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau 
biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian 
menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan 
sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli 
Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-




Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan desa 
pembangunan Desa. Pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah 
daerah kabupaten/ kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan 
pembangunan Desa. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga 
pendamping profesional. Kader pemberdayaan masyarakat Desa. Dan 
atau pihak ketiga camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi 
pendampingan diwilayahnya. 
Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa. Pembinaan 
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi; 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 
jangka waktu 6 tahun dan, 
b. Rencana Pembagunan Desa Tahunan Desa atau biasa di sebut 
rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana 
pembangunan menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa 
ditetapkan dengan peraturan Desa. 
4.3.2 Pertanggungjawaban 
Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa secara tertulis oleh 
Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan 
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yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah 
dalam dua tahap: 
 Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 
 Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaiakan oleh Kepala 
Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan 
Januari tahun berikutnya. 
4.4 Alokasi Dana Desa 
Alokasi dana desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa 
atau memfasilitasi menjadi desa yang membangun sarana demi 
meningkatkan kinerja desa, adapun bertujuan memberikan modal untuk 
pembangunan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan 
masyarakat, dan yang lainnya. 
4.4.1 Pembangunan Desa 
 Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada poin 
pembangunan Desa adalah sebagai berikut; 
I. Program peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa, dilaksanakan dengan kegiatan 
a. Memberikan pelayanan administrasi secara secara cepat, tepat dan 
transparan;  
b.     Memberikan layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat; 
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c.      Pengadaan papan informasi; 
d.     Penyelesaian renovasi balai desa; 
e.     Pembangunan Kantor BPD, PKK dan LPMD; 
f.       Pemeliharaan gedung kantor desa (kebersihan, pengecatan dan rehab 
kecil). 
II. Program peningkatan upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan 
dengan kegiatan: 
a.  Pembinaan dan pengembangan posyandu balita; 
b.  Pembinaan dan pengembangan posyandu lansia; 
c.   Pembinaan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia. 
d.  Gerakan Jum’at bersih; 
e.  Pembangunan instalasi/perpipaan air bersih.dan MCK setiap rumah 
tangga; 
f.    Penanganan dan pengelolaan sampah. 
 
III. Program peningkatan ketertiban dan keamanan desa, dilaksanakan 
dengan kegiatan: 
a.     Ronda malam dimasing-masing lingkungan RT; 
b.     Pemeliharaan lampu penerangan jalan; 
c.      Penambahan dan pemeliharaan Poskamling;  
d.     Pemantauan penduduk pendatang oleh petugas Linmas setiap hari 
secara  bergilir;  
e.     Pengadaan pakaian seragam Satgas Linmas. 
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IV  Program peningkatan minat baca masyarakat, dilaksanakan dengan 
kegiatan: 
a.  Pengembangan perpustakaan desa; 
b.  Pengadaan buku-buku perpustakaan desa 
4.4.2 Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana 
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 
memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri[1]. Pemberdayaan masyarakat 
hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisi. 
Adapun programnya yakni, 
1. Program Pembinaan Pemerintahan Desa 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 
b.  pelatihan teknologi tepat guna; 
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, 
perangkat Desa, dan Badan  Pemusyawaratan Desa; 
d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
2. kelompok usaha ekonomi produktif; 
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3. kelompok perempuan, 
 4. kelompok tani, 
5. kelompok masyarakat miskin 
6. kelompok pemuda;dan 
7. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 
4.5  Pelaksanaan Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa  
Margolembo 
 Pengelolaan ADD, pemberiannya berasal dari APBD 
Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk 
desa paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah 
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam 
melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan 
anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara 
dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). 
 Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat 
menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran 
berjalan. Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan 
rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik 
rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada 
kepentingan masyarakat/publik secara umum maupun kegiatan 
operasional rutin pelaksanaan pemerintahan desa. DURK merupakan 
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gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 
menggunakan anggaran ADD. 
 Penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan 
seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk 
menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stake holder yang ada dalam 
masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran 
untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan 
anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga 
akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. 
 Proses perencanaan ADD di awali dengan penyusunan rencana 
prioritas kegiatan desa yang dibiayai ADD yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut 
harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik 
lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum 











Model Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Margolembo 2016 
NO Bidang Pembiayaan  Pagu Anggaran 
(Rp) 




-Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 
a. Belanja Pegawai:           
-Penghasilan Tetap 
kepala                                       
desa dan Perangkat 
- Kepala Desa 1 x 12 x 
Rp. 1.500.000 
- Sekretaris Desa 1 x 12 x 
Rp. 1.200.000 
-Kaur Keuangan 1 x 12 
Rp. 
900,000 
























































- Bendahara 1 x 12 Rp.  
900,000 
-Pengurus Barang 1 x 12 
Rp 
900,000 
-Kepala dusun 5 x 12 Rp. 
900,0000 
Tunjangan BPD  
-Ketua BPD 1 x 12 Rp 
800,000 
-Sekretaris BPD 1 x 12 
Rp. 
640,000 







































Belanja barang dan jasa 
- Alat tulis kantor                                      
- Benda Pos  
- Tabloid / Koran 




















































3 Operasional BPD 
Belanja Barang dan 
Jasa  
- Perlengkapan ATK 
- Cetak dan penggandaan  
- Perjalanan Dinas 
-Makan minum 


















Sumber Data: Kantor Desa Margolembo 2016 
 
a. Penggunaa ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada 
tingkat desa. Penggunaan ADD di bagi menjadi dua yaitu:  
1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa 
b. Bidang pembangunan 
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan 
3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan pembiayaan 
b. Pengeluaran pembiayaan 
 
Alokasi dana desa di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana 
itu pengaloakasiannya 30% untuk bidang administrasi, dan 70% untuk 
bdiang fisiknya.  
Table 4.6 merupakan rincian anggaran yang penggunaannya 
hanya 30% saja. Sedangkan yang merupakan rincian anggaran ADD 
yang berkisar 70% yaitu sebagai berikut. 
 
 
4 Operasional Rt/RW  
Belanja Barang dan Jas 












Model Pengelolaan Alokasi Damna Desa di Desa Margolembo 
Kecamatan Mangkutana 2016 




1 Pendapatan Transfer 
- Dana desa 
-Bagian dari hasil pajak & 
Retribusi Daerah 
Kabupaten/Kota 
- Alokasi dana desa 
- Bantuan Keuangan 
- Bantuan Provinsi  























2 Belanja Modal 
-Laptop 1 Unit x Rp 
5.250.000  
-Kamera 1 Unit 
- Stafol 1 Unit  
- Lemari arsip 2 Buah  
-Printer 1 unit 
- Belanja Kipas angin 3 buah 


























3 Kegiatan penyususnan 
RPJM Desa 



























4 Kegiatan Penyususnan 
RKP Desa Tahun 2017 
Belanja Barang dan Jasa 


































Belanja barang dan jasa 
- ATK                                      
- Cetak penggandaan  
- Makan Minum 




























6 Fasilitas percepatan 
penyelesaian masalah 
P2MP 
Belanja Barang dan Jasa 
- Perlengkapan ATK 
- Honor tim sosialisasi  


















7 Sosialisasi PBB P2 dan 







Belanja Barang dan Jasa 



















8 Peningkatan Keberihan 
Dan Keindahan 
Lingkungan Desa Dan 
Kantor Desa 
Belanja Barang dan Jasa 
-Honor petugas kebersihan 
-Bahan pembersih (racun 
rumput) 
-Cat tembok dan kayu 
Bahan Modal 
-Papan potensi desa 
-Bendera umbul-umbul 
-Pot bunga 






































Tersier/Kwarter BK 5 
 
Belanja Barang dan Jasa 
-Upah kerja 
-Biaya design RAB 
-Administrasi 
Kegiatan Dusun Margosuko 
Belanja Barabg dan Jasa 
-Seaw alat berat 
-Administrasi kegiatan 1% 
























10 Pengerasa Jalan Tanggul 
Dusun Margosuko 
Belanja barang dan jasa 
- Upah kerja                                     
- Administrasi kegiatan 1%  
- Biaya design RAB 2% 





























11 Pembangunan Drainase 
Dusun Kencana 




Belanja Barang dan Jasa 
-Upah kerja 
 -Administrasi kegiatan 1% 
- Alat  























12 Pembangunan Drainase 
Dusun Margosari 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
- Administrasi kegiatan 1%  
-Biaya Design RAB 2% 






































Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
-Administrasi kegiatan 1% 
-Alat 



















14 Pembangunan Drainase 
Dusun Rindo-rindo 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
- Administrasi kegiatan 1%  




















15 Pemasangan Paving Blok 
Dusun Malela 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
-Administrasi kegiatan 1% 


























16 Pembangunan Plat 
Duicker 2 Unit Dusun 
Rindo-rindo 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
- Administrasi kegiatan 1%  























17 Pembangunan Plat 
Diucker 2 Unit Dsn Malela 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
-Administrasi kegiatan 1% 





















18 Rehap Ringan 1 Unit 







Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
- Administrasi kegiatan 1%  























19 Pembangunan Drainase 
Jlan Sawit Indah + Unit 
Plat Duicker 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
-Administrasi kegiatan 1% 






















20 Pembangunan 1 Unit Plat 
Duicker Jln Perumahan 
Dsn Margosari 
Belanja Barang dan Jasa 













- Administrasi kegiatan 1%  













21 Pembangunan Pagar TPU 
Belanja Barang dan Jasa 
- Upah kerja 
-Administrasi kegiatan 1% 



























Beanja Barang dan Jasa 
- Honor Danto Linmas 
- Honor Anggota Linmas  
























23 Kegiatan Pembinaan 
Pemuda dan Olahraga 
Belanja Barang dan Jasa 
- Kostum Olahraga 
-Perlengkapan alat olahraga 
-Peralatan kesenian 
-Operasional kegiatan 




















24 Pembinaan Kegiatan 
Keagamaan 
Belanja Barang dan Jasa 
- Insentif Guru Mengaji 
- Insentif Guru Sekolah  
Minggu  
















25 Kegiatan Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) 
      Belanja Barang dan 
Jasa 


















-Alat tulis kantor  
-Cetak dan penggandaan 
-Konsumsi kegiatan 
-Belanja pakaian olahraga/  
Baju seragam 
-Sewa kendaraan 
-Belanja pakaian PKK 
-Perjalanan dinas PKK 
-Bahan pembinaan 
kelompok dasawisma 






























26 Bidang Pemberdayaan 
Masyrakat. 
Peningkatan Kapasitas  
Aparat Pemerintah Desa 
dan BPD 
Beanja Barang dan Jasa 
-Kontribusi Workshop/ 

















27 Kegiatan Pengembangan  11.300.000  11.300.000 
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Perpustakaan dan Minat 
baca di desa 
Belanja Barang dan Jasa 





















28 Kegiatan Peningkatan 
Pelayanan Posyandu 
Beanja Barang dan Jasa 
- ATK 
- -PeningkatanGizi Blita 3 
Posyandu  
- Intensif kader 15 orang  

















29 Peningkatan Keberdayaan 
Kegiatan KB  
Belanja Barang dan Jasa 























Beanja Barang dan Jasa 
- ATK 
- Insentif Kader  










31 Kegiatan Peningkatan 
Kader Bina Keluarga Balita 
Belanja Barang dan Jasa 
-ATK 



















Beanja Barang dan Jasa 
- ATK 
































Belanja Barang dan Jasa 
-Tambahan Insentif 3 orang 
x Rp.250.000 x 12 Bulan 
- Pakaian Kader 3 orang x 
Rp.100.000 
Bidang tak terduga 
-Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa 












Sumber Data: Kantor Desa Margolembo 2016 
Matriks 2. Model Rincian Anggaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
No Bidang Penyelenggara Rincian 
Anggaran 
Analisis 
1 Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah dana dalam 
pemberdayaan 
masyarakat itu 30% 
2 Pembangunan Desa Jumlah dana dalam 
bidang 
pembangunan ini 
berkisar 70% dari 
ADD keseluruhan 
Sumber Data Sekunder, 2017 
Secara umum pemerintah desa di desa Margolembo Kecamatan 
Mangkutana telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan 
ADD yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan 
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pembangunan desa non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala desa 
Margolembo, Siti Rokayah: 
“ADD diperuntukkan sebagian dalam pembiayaan belanja  operasional Desa 
dan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara 
Pada Pada 28 Januari 2017) 
 
Pertanyaan yang lain juga penulis tujukan kepada pemerintah Desa 
Margolembo tentang pembangunan yang diperbolehkan dengan 
menggunakan anggaran ADD. Salah satu responden yaitu kaur perencanaan 
Agus Purwanto, 
“Pembangunan fisik itu digunakan 70% dari ADD. Tapi ADD banyak 
digunakan  dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegitan PKK 
dan kegiatan organisasi pemuda dan gaji kepala desa dan aparat desa 
lainnya.” (Wawancara Pada 28 Januari 2017). 
 
Senada dengan pernyataan Kepala Desa Margolembo Siti Rokayah 
dalam penggunaan ADD. 
“Aturannya memang seharusnya kita tidak diperbolehkan menggunakan ADD 
dalam pembangunan fisik. ADD diperuntukkan khusus pada bidang 
penyelenggraan pemerintahan desa dan kegiatan-kegiatan pembinaan 
LPMD.” (Wawancara Pada 28 Januari 2017) 
 
Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. 
Penggunaan ADD pada bidang operasional pemerintahan maupun pada 
bidang kegiatan pembinaan masyarakat telah dirincikan dengan baik. Sesuai 
dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran 
yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara 
konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip 
akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan 
95 
 
keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. Hal tersebut diterangkan oleh sekertaris Desa Margolembo 
Budianto. SP: 
“Sebelum melakukan musrenbangdes pertama-tama harus mencari tahu 
berapa jumlah pagu anggaran ADD yang diterima. Perencanaan dilakukan 
bersama kelopok-kelompok masyarakat melalui musyawarah desa sebelum 




Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa 
Margolembo, Siti Rokayah yang mengatakan: 
“Sebelum menetapkan rencana kerja kami terlebih dahulu melakukan 
murenbangdes bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.” (Wawancara 
Pada 28 Januari 2017) 
 
Pertanyaan yang lain juga penulis tujukan kepada Tokoh Mayarakat 
Desa Margolembo, Mustofah selaku Imam Desa yang mengatakan bahwa: 
 
“Sebelum ibu kepala desa menetapkan rencana kerja terlebih dahulu 
memang ia melakukan musrenbangdesa bersama kami selaku tokoh 
masyarakat Desa Margolembo ini.” (wawancara pada 28 Januari 2017) 
 
Terkait dengan pelibatan masyarakat secara umum dalam 
musrenbangdes pemerintah desa di Desa Margolembo memiliki persefsi 
yang sama bahwa ada bebrapa penyebab yang tidak memungkinkan untuk 
melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa 
Margolembo, Siti Rokayah yang menyatakan bahwa: 
“Tidak diundang semua masyarakat karena tidak ada tempat yang muat.” 




“Kalau masalah transparansi kepada masyarakat kan tidak       mungkin kita 
mau datangi satu-satu untuk dikasih tau bahwa ada bantuan ADD. Kita 
hanya sampaikan informasi melalui Kepala Dusun, Setelah itu Kepala Dusun 
masing-masing akan menginformasikan hasil rapat kepada masyarakat 
setempat” (Wawancara Pada 28 Januari 2017)  
 
Pernyataan juga di sampaikan oleh Kepala Dusun Margolembo, Hasmina 
yang menyatakan bahwa” 
“Memang hanya kepala dusun di setiap dusun yang dipanggil dalam rapat 
rencana kerja dalam melakukan musrenbangdes, setelah rapat nanti setiap 
kepala dusun yang mewakili rencana kerja itu baru disampaikan kepada 
masyarakat setempat”(Wawancara Pada 28 Januari 2017). 
 
Pernyataan juga disampaikan kepada salah satu masyarakat Desa 
Margolembo, Bapak Sugiono yang menyatakan bahwa: 
“Kepala Dusun Margolembo memang selalu memberikan informasi kepada 
masyarakat-masyarakat di desa ini. Kami masyarakat Desa Margolembo 
sudah mempercayai para pemerintah desa dalam melakukan segala hal 
yang mungkin menyangkut dengan bidang pemerintahan. Karena kami 
selaku masyarakat desa margolembo yang berprofesi sebagai petani yang 
dari pagi sampai sore berada dilahan pertanian kami, jadi kami tidak memiliki 
waktu untuk mengurusi kinerja para aparat pemerintah desa itu sendiri. Jadi 
kami telah memberikan kepercayaan kepada aparat pemerintah desa itu 
sendiri” (wawancara pada 28 Januari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukan 
bahwa aparatur pemerintah desa di Desa Margolembo, Kecamatan 
Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah mengabdi sebagai perangkat 
desa dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam melaksanakan tugas 
tentu saja telah memiliki banyak pengalaman. Namun, dalam menjalankan 
tugas selama masa pemerintahan yang ditekuni ternyata belum cukup untuk 
memberi pengalaman dikarenakan kebanyakan tugas mereka ditangani 
langsung oleh kepala desa atau sekretaris desa. 
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Berikut merupakan data hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan 
aparatur desa diempat desa di Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, 
Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 4.15 
Pendidikan Terakhir Aparat Pemerintah Desa Margolembo Kecamatan 
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur 2016 
 
NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
1 Siti Rokayah Kepala Desa SLTA 
2 Budianto, Sp Sekretaris S1 
3 Haris Wibowo Bendahara SMA 
4 Riska Kaur 
Pemerintahan 
SMA 
5 Agus Purwanto Kaur 
Perencanaan 
SMA 
6 Nursia S,Kep Kaur Keuangan S1 
7 Muh. Iksan Trianto Kaur 
Kesejahteraan 
SMA 
10 Nining Pusriani Pengurus 
Barang 
SMA 
11 Darmawati Pengurus 
Perpustakaan 
SLTA 




13 Mesdi Kepala Dusun 
Kencana 
Paket C 
14 Asminah Kepala Dusun 
Margosari 
SLTA 
15 Seriel Saleda Kepala Dusun 
Rindo-rindo 
SLTA 
16 Abd. Hamid Kepala Dusun 
Malela 
SLTA 
Sumber Data: Kantor Desa Margolembo 2016 
 
Pernyataan juga disampaikan kepada salah satu aparat desa 
margolembo, yang menyatakan bahwa: 
“Kami di berikan SK itu pada bulan September, stelah penerimaan SK 
kamipun langsung menjadi aparat Desa Margolembo yang akan 
melaksanakan tugas” (wawancara pada 02 Februari 2017) 
 
 
Tabel 4.15 menunjukan bahwa rata-rata pendidikan aparatur 
pemerintah Desa Margolembos Kecamatan Mangkutana yaitu pada 
tingkat sekolah menengah atas (SMA). Rendahnya tingkat pendidikan 
aparatur desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja 
pelaksanaan pemerintahan. 
Adanya keterbatasan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat 
menimbulkan permasalahan dalam bidang pemerintahan. Salah satunya 
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mengakibatkan adanya aparatur desa yang rangkap jabatan dalam 
pengelolaan pemerintahan seperti yang dialami oleh bendahara Desa 
Margolembo dalam pengelolaan ADD yang sekaligus diangkat jadi ketua 
pengelola ADD. Kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan 
adanya keterbarbatasan SDM ditingkat desa sehingga aparatur yang 
dianggap memiliki kemampuan cenderung diberi kewenangan lebih 
sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang 
diatasnya belum maksimal. 
 
Pernyataan oleh sekertaris desa salah satu bendahara Desa Margolembo 
juga menerangkan bahwa beliau menjabat sebagi bendaha seja sejak 
periode yang lalu. 
“Sejak kepala desa yang sebelumnya saya sudah jadi bendahara desa 
dan masih berlanjut hingga sekarang” (Wawancara Pada 12 Februari 
2017) 
 
Melihat Pembina atau pengawas pengelola ADD di Kecamatan 
Mangkutana maka penulis melakukan wawancara kepada bebarapa 
informan. Salah satu informan yaitu pihak bagian kaur umum Kecamatan 
di Kecamatan Mangkutana, Etika Yuheni S.pd: 
“Kami telah membagikan pedoman pengelolaan ADD. Didalamnya 
sudah terdapat format pelaporan dan format lain-lain yang dibutuhkan.” 
(Wawancara Pada 2 Februari 2017) 
 
“Pernah diadakan kegiatan pembinaan pemerintah desa yang juga 






7.6. Aspek Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa 
Adapun aspek tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengelola 
alokasi dana Desa sebagai berikut; 
2. Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari 
kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut 
tentang pelaksanaan ADD ada yang berperan aktif didalamnya seperti 
sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota 
lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat 
desa yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, 
contohnya seperti sekretaris desa, Sekretaris desa memiliki tugas 
double inilah merupakan kelemahan aparat desa dalam mengelola 
alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa 
tersebut jadi terhambat. 
3. Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap 
manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam 
melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki 
skill untuk membangun desa kita sendiri dari pemahan yang di berikan 
kepala desa dan juga dari pengalam yang sudah didapat dari 
kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan. 
4. Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai 
aparat desa yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu 
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merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri 
dalam hal ini parat desa, 
5. Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyetoran LPJ karena 
ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena 
tidak dapat membagi pekerjaan dikantor desa hal ini dikarenakan 
kurangnya sumber daya manusia di kantor Desa Margolembo yang 
mengakibatkan terhambatnya pencairan DD. 
Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan 
alokasi dana desa di Desa Margolembo yang memiliki beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi terhambatnya terlaksananya ADD di desa 
margolembo. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Desa, Siti Rokayah: 
“Terhambatnya pelaksanaan alokasi dana desa itu diakibatkan 
karena kurangnya sumber daya manusia.” (Wawancara Pada 28 Januari 
2017). 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPDesa 
Margolembo, Urbanus Rante: 
“Masalah kemampuan aparat desa, selaku pelaksana ADD itu sangat 
memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Saya 
perhatikan semua aparat desa yang menjadi actor dalam pengelolaan 
alokasi dana desa itu semangat dalam bekerja.” (Wawancara Pada 28 
Januari 2017) 
Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa 
Margolembo, Siti Rokayah; 
“Kalau tentang kekuatan aparat desa dalam pelaksanaan alokasi 
dana desa di desa ini, saya sudah melihat kinerja mereka beberapa tahun 
kemarin bahwa dimana mereka apabila diberikan tugas maka mereka akan 
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mengerkajan dana menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik nah 




“Kalau masalah kelemahan mungkin kelemahan aparat desa itu 
dalam pelaksanaan alokasi dana desa yaitu terlambatnya pembuatan 
laporan atau LPJ ADD yang akan di serahkan kepada pertama yaitu BPDes 
kemudian diserahkan ke Camat Mangkutana, yang seharusnya akhir tahun 
harus diselesaikan dan ternyata awal bulan baru disetor. Itu salah satu 
kelemahan aparat desa” (Wawancara 28 Januari 2017) 
 




1 Kelemahan Aparat Desa Aparat desa telah 
memiliki tugas 
masing-masing 
dari kepala desa 
























2 Kekuatan Aparat Desa Adanya dorongan 
dari kepala desa 
bahawa dimana 
setiap manusia 
pasti memiliki skill, 
nah skill itu 
menunjang kita 
dalam melaukan 
sesuatu dalam hal 
ini sebagai aparat 
desa kita memiliki 
skill untuk 
membangun desa 
kita sendiri.  




aparat desa yang 
memiliki 
tanggungjawab 
yang sangat besar 
itu merupakan 
peluang bagi desa  
itu sendiri. 









Sumber Data Primer, 2017 
 
Desa dikenal sebagai miniatur negara dimana pemerintahannya 
berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu, aparat 
pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa 






















Pada bab ini penulis dapat menimpulkan sebagai berikut: 
5.1 Kesimpulan 
  Hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis meyimpulkan 
tiga aspek yaitu: 
1. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana 
desa(ADD) di Desa Margolembo. 
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 
Pengelolaan Keuangan adalah semua uang yang 
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa adalah uang Negara yang harus dikelola 
berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku. 
Dalam kerangka hukum. Keuangan Desa, yaitu semua uang 
yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa adalah uang Negara yang harus dikelola 
berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku.  
Pengaturan utama adalah UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang 




  Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 
113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:  
 Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. 
Pendapatan asli desa (No 1) adalah pungutan dan/atau 
pendapatan yang dimasukan ke rekening desa.  
 Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat 
maupun kabupaten) yaitu no 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar 
rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening 
kas desa.  
 Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang 
bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 
pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). 
Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 
 
Pengelolaan ADD di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana 
untuk saat ini sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan. 
Kemampuan pemerintah desa baik dari aspek administratif maupun dalam 
penentuan program kerja dalam penggunaan ADD yang sudah membaik, 
Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
1)  Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk ditempatkan di 
kantor     Desa Margolembo itu sendiri.  
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2) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan diatasnya masih 
kurang. 
3) Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan yang tidak konsisten 
membuat pemerintah desa menjadi dilema dalam menjalankan 
pemerintahan. 
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD: 
1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) meliputi : 
a. Memberikan pedoman dan bimbingan ADD 
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan 
keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan 
APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa 
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa. 
d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi 
keuangan desa 
2. Pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan pengelolaan 
Alokasi dana Desa (ADD) meliputi meliputi : 
a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa. 
b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 
desa 
c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD 
108 
 
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 
perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan 
pertanggung jawaban APBDesa. 
Mekanisme Pengelolaan ADD 
1. Perencanaan 
 Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai 
perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa 
pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari 
pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan 
sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus 
dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. 
Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak 
mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka 
harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada 
hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan 
menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan 
demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen 
tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal 
merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa 
perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang 
dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. 
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Penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan 
dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan 
atau kegiatan pelaku pengelola keuangan desa dengan maksud tujuan 
tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan 
solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan 
masalah tersebut. 
 
2. Pelaksanaan  
Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is grouping activities, 
assigning activities an providing the authority necessary to carry out the 
activities (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-
kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, 
wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau 
Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan 
pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu 
sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama 
sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan 
Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai 
proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, 
membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan 
kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta 
mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan 
(Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka 
langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas 
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siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan 
dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada 
perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih 
rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan 
tujuan, sedangkan operasi atau kegiatankegiatan untuk mencapainya 
adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79). 
3. Penata Usahaan 
 Penata usahaan dalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 
anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab 
bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam 
melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, 
tugas dan tanggungjawab Pengelola, prosedur dan dokumen 
penetausahaan dipaparkan secara rinci pada tulisn ini. Penatausahaan 
adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan 
maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. 
Tugas dan Tanggungjawab Penatausahaan 
 Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh  
penerimaan maupun pengeluaran. 
 Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan bertanggungjawab 
terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku 
pembentu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksana 




4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: 
pertanggungj awaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil 
yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi 
yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-
pusat pertanggungjawaban mereka. Dari konsep di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur 
perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang 
dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus 
dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. 
Adapun asas-asas pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
adalah asas-asas pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman dalam 
pengelolaan keuangan desa. Adapun asas-asas tersebut yaitu asas 
transparansi, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. 
Matriks 3. Mekanisme Pengelolaan ADD 







Aparat desa mulai 
dari kepala desa, 








































Sumber Primer, 2017 
5.2 Saran 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pengelolaan 
ADD. berangkat dari faktor tersebut makan penulis menyarankan 
beberapa hal dalam upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa 
di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur: 
1. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten perlu ditingkatkan dalam 
mengawasi jalannya pengelolaan ADD. 
2. Ketegasan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk 
memberlakukan sanksi terhadap ketidak patuhan pemerintah desa 
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dalam menaati peraturan yang telah disepakati akan memeberi efek jera 
kepada pemerintah desa khususnya pengelola ADD. 
3. Pembinaan oleh pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab ADD 
perlu ditingkatkan dalam membina aparat desa. 
4. Optimalisasi kinerja Pembina desa dan Kecamatan yang telah ditetapkan 
perlu ditingkatkan. 
5. Diperlukannya kesadaran setiap stakholder dalam menjalankan 
organisasi pemerintahan dalam bekerjasama utamanya dalam hal 
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Wawancara pihak Desa yang bersangkutan terhadap ADD 
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